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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ة ba b be 
د ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ز ra r er 
ش ẓai z zet 
ض sin s es 
غ syin sy es dan ye 
ؾ ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
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ق qaf q qi 
ن kaf k ka 
ي lam l el 
َ mim m em 
ْ nun n en 
ٚ wau w we 
ٖ ha h ha 
ء hamzah ʼ apostof 
ٞ ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
ِا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٜ  fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
  
x 
 
َْٛ  ى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َْف١ و     : kaifa 
 َي ْٛ  ٘      : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َٜ ...َ|  َا... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ٜ kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas 
ٛى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َدب  ِ  : māta 
ٝ ِ  ز : ramā 
 ًَ ١ِْل : qīla 
َُد ْٛ ُّ  ٠ : yamūtu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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Contoh: 
َِيب فْط لأاَُخ  ض ْٚ  ز : rauḍah al-atfāl 
َُخ ٍِضب فٌْ اَُخ ٕ٠ِْد  ّ ٌْ  ا : al-madīnah al-fāḍilah 
َُخ  ّ ْىِحٌْ  ا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh: 
ب َّٕث  ز : rabbanā 
ب ٕ١ْ َّج ٔ : najjainā 
 َك  حٌْ  ا : al-ḥaqq 
 َُ ُِّعٔ : nu”ima 
 َٚ ُد  ع : „aduwuun 
Jika huruf ٜ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َّٝ ِى),َmaka ia ditransliterasiَseperti huruf maddahَmenjadi ī. 
Contoh: 
 َٝ ٍِ  ع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َٝ ِث  س ع : „Arabī (bukan, „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf يا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedomanَ transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
َُط ّْ َّؽ  ٌا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
َُخ ٌ  صٌْ َّص  ٌا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُخ ف  عٍْ  فٌْ  ا : al-falsafah 
َُدَ لاٌبِجٌْ  ا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrof (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َْ ْٚ ُس ُِ ْأ ت : ta‟murūna 
َُع ْٛ َّٕ  ٌا : al-nau‟ 
 َء ْٟ  ؼ : syai‟un 
َُدْس ِ ُ أ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
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Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
 
 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ِااللهَ ُٓ ٠ِْد dīnullāh َِللِبث billāh 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َِااللهِخ  ّ ْح  زَ ْٟ ِفَ ُْ ُ٘ hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Ga ālī 
Al-Munqiż min al-Dalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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ABSTRAK 
Nama     :      Andi Fausia Anas 
Nim     :      10200115038 
Prodi/ Jurusan    :      Hukum Tatanegara (Siyasah 
Syar‟iyyah)  
Judul Skripsi    : Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Perlindungan Hukum pada Penanaman Modal Asing “Studi Kasus PT Lonsum 
Bulukumpa” 
 
Pokok masalah skripsi ini adalah bagaimana bentuk penerapan 
perlindungan hukum pada penanaman modal asing di PT.Lonsum Kecamatan 
Bulukumpa Kab. Bulukumba, dan sub masalahnya yakni: 1) Bagaimana bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada investor asing di 
PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa, 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap 
investor asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di 
PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa, 3) Bagaimana Perlindungan Hukum 
terhadap penanaman Modal asing dalam hukum Islam. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) deskriptif kualitatif, pendekatan yang digunakan 
yakni pendekatan normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan syar‟i. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara 
maupun observasi dan sekunder berupa jurnal, buku-buku dan data 
dokumentasi lainnya berkaitan dengan penelitian. Data dikumpul melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum 
yang diberikan pemerintah kepada investor di PT.Lonsum yakni sudah ada 
sejak perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada investor asing 
serta pemerintah memberikan perlindungan berusaha antara lain melalui 
kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Penerapan perlindungan hukum 
yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yakni sudah ada 
yaitu segala hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal sudah 
diatur dalam undang-undang seperti halnya hak mendapatkan pelayanan, 
mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum dan juga perlindungan hukum. 
Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum pada penanaman modal 
asing saling mentolerir meskipun berbeda agama dan juga berkaitan pada 
penerapannya di perusahaan tersebut serta agama bukan menjadi halangan 
untuk berusaha dan berinvestasi di perusahaan ini.  
Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah dan 
masyarakat Kecamatan Bulukumpa lebih ditekankan dari perlindungan hukum 
agar para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga merasa aman. 
Diharapkan kepada pemerintah agar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
diterapkan dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan 
akan memberi penghasilan bagi perusahaan ini. Diharapkan saling mentolerir 
meskipun berbeda agama tetapi tetap menjadikan perusahaan tersebut lebih 
baik.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kondisi sekarang ini negara Indonesia merupakan negara yang 
sedang berkembang, sehingga pembangunan masih banyak yang harus 
dilakukan disegala aspek. Yang mana salah satu aspek yang sangat 
mempengaruhi perkembangannya yaitu dibidang perekonomian. Pembangunan 
ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di 
negara kita ini, seperti; sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa dan lain-lain. 1 
Dalam ketentuan PMA sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan 
penanaman modal asing, khususnya yang terdapat dalam ketentuan Undang-
Undang tentang penanaman modal ditetapkan kebijakan penanaman modal 
indonesia sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan 
mengarahkan serta mengembangkan PMA di Indonesia. 
Adapun salah satu sumber pendanaan yang diharapkan untuk 
melanjutkan pembangunan ekonomi yaitu dengan cara mengundang investor 
asing atau dikenal melalui penanaman modal asing (PMA).  
Dengan maksud dan tujuan yakni digunakan di negara tersebut dengan 
cara itu menghasilkan keuntungan adapun dibawah pengawasan dari penanam 
modal, baik itu secara total ataupun setengahnya. Kebijaksanaan dan 
                                                 
1Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Cet: III, Jakarta : Prenada 
Media Group,2007), h. 1 
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pengelolaan khususnya PMA ditetapkan dan dilaksanakan yakni dari 
pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijakan berupa 
peraturan perundang-undangan.  
Pada waktu itu adanya perubahan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang 
penanaman modal asing sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai pelindung hukum paling 
utama dalam bidang penanaman modal yang telah mengatur kebijakan-
kebijakan penanaman modal yang meliputi yakni hak serta kewajiban penanam 
modal asing, ini merupakan tanggung jawab serta insentif yang diberikan 
kepada para penanam modal asing.2 
Pada dasarnya perlindungan hukum pada penanam modal ialah salah 
satu perlindungan hukum yakni juga memberikan tanggungan kepada seorang 
investor, yakni seorang investor ini mampu melakukan penanaman modalnya 
dengan kondisi yang benar dan jujur kepada beberapa pihak yang ada 
kaitannya dengan hukum beserta masyarakat, terpenting dalam hal dapat 
mengakses informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar, kondisi politik dan 
juga masyarakat, beserta modal yang ditata bagi yang menanamkan modalnya, 
peraturan perundang-undangan, dan yang lainnya.3  
Adapun dalam pandangan Islam kekuasaan memperoleh perlindungan 
terkandung dalam Al-Quran yakni QS. Al-Balad/90:12-17 sebagai berikut : 
                                                 
2Emkel Dianta Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam 
Hal Nasionalisasi Atas Perusahaan”, Skripsi (Medan :Fak.Hukum USU, 2018), h.4 
3Dari deklarasi Kairo atau Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani(Jakarta:IAIN Jakarta 
Press, 2000),h. 217 
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ََُخ ج م ع ٌۡ ٱَب  ِ َ  هٰى  زۡد أَٓب  ِ  ٚ٢١َخ ج ل  زَ  ه فََ٢١ََ َ ٖخ ج غۡع  ِ َ ِٞذَ َٖ ۡٛ  ٠َ ِٟفَ ُٞ ٰ عۡطِإَ ۡٚ  أ٢١َ
َ َ ٍخ ث  سۡم  ِ َ ا ذَ ب ّٗ ١ِت ٠٢١ََ َ ٖخ ث  سۡت  ِ َ ا ذَ ب ٕٗ ١ِىۡع ِ َ ۡٚ  أ٢١ََْا ۡٛ  صا  ٛ  ت  ٚ َ ْإُٛ  ِ ا  ءَ  ٓ ٠ِرٌَّٱَ  ٓ ِ َ  ْ ب وَ َُّ ُح
ََِخ  ّ  حۡس  ّ ٌۡ ِٲثَْا ۡٛ  صا  ٛ  ت  ٚ َِسۡج َّصٌِٲث٢١َ
 Terjemahannya: 
“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu 
melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari 
kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau kepada 
orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang 
yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan 
untuk berkasih sayang”4 
 
Ayat diatas mengandung arti yaitu peluang yang berat yang harus 
dilaksanakan oleh umat muslim yang ada kaitannya mengenai 
perlindungan hukum yang ditemukan pada ayat 17 yang terakhir yaitu 
saling bernasihat untuk menjadi pemaaf dan menyayangi sesama umat 
muslim. Yang dimaksud menyayangi sesama umat muslim yaitu bersama-
sama menyampaikan perlindungan hukum antara pemerintah dengan yang 
menanamkan modalnya. 
Adapun rasa cemas kepada para investor yakni terletak kepada 
sedikitnya kepastian hukum oleh investor, dan yang terpenting itu investor 
asing.  Terbatasnya perlindungan hukum tidak sudah lagi pada tingkatan 
nasionalisasi bagi para pemerintah, yakni ada beberapa yaitu: 
1. Luasnya perjanjian dalam waktu yang lama yakni  perlindungan 
permodalan antar investor asing dengan investor lokal ditunda dari 
pihak pengadilan  
                                                 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Akbar Media, 2012), 
h.594 
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2. Tidak mampu meredam pendemonstrasi yaitu buruh yang tujuannya 
untuk melakukan anarkisme  
3. Penanam modal asing sebagai target para pegawai pemerintah yakni 
dari pusat ataupun dari daerah demi sesuatu hal yang menyangkut 
dengan uang apabila penanam modal tidak tenang dengan 
investasinya yang ada di Indonesia. 
4. Adapun perlindungan hukum yang tidak sesuai sebab sering terjadi 
pertentangan antar divisi dari pusat dan juga pertentangan antar pusat 
serta daerah yang terkait dengan strategi dan peraturan penanam 
modal. 
5. Terdapat aturan perundang-undangan dibidang milik kekayaan 
intelektual yang bukan berfungsi sama dengan yang dimohonkan 
bagi para penanam modal asing.  
6. Undang-undang yang mengatur mengenai investasi tidak mampu 
melindungi penanam modal  sebab penerapannya tidak produktif 
tidak sesuai dengan yang tertulis. Pengaruhnya , para ahli ekonomi 
beranggapan dengan adanya penanam modal asing membuatnya 
tidak nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. 5 
Di dalam UUPM ada satu pasal yang mengatur tindakan atau 
pengambilan hak terhadap perusahaan PMA yang memutuskan yakni:  
                                                 
5M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang 
Usaha Perkebunan Di Indonesia”, Skripsi (Jakarta :Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Syarifhidayatullah,2014)h. 3-4 
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1. Pengambilan hak kepemilikan penanam modal tidak mungkin 
dilakukan oleh Pemerintah, selain dengan UU 
2. Pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan nasionalisasi atau 
mengambil hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan 
konpensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar yang 
berlaku6 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum 
bagi investor asing dalam menanamkan investasinya pada PT.Lonsum 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dikarenakan di satu bidang 
nasionalisasi tidak akan akan dilakukan oleh pemerintah maupun 
pengambilan kekuasaan, akan tetapi dapat melakukan sikap dari  pemerintah 
dengan menyampaikan konvensasi atau sanksi kepada penanam modal asing 
yang sudah diambil bagiannya oleh pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas maka terdapat pada pasal 7 UUPM serta 
mampu menjadikan penurun kepada pemodalan yang akan datang disebabkan 
ketidakjelasan dari aturan undang-undang terkhusus mengenai perilaku 
pemerintah setempat ketika melaksanakan investasi asing. 
 
Maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada 
Penanaman Modal Asing”Studi Kasus PT Lonsum Bulukumpa”. 
Penelitian ini sangat penting agar pemerintah mampu mengamati Penanam 
                                                 
6Junimart Girsa, Lu Sudirman dan Desi Susanti,”Analisis yuridis Peningkatan 
penanaman modal asing di Kota Batam”, (Jurnal Of Judical Review 1 Juni 2015)h. 60 
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Modal Asing (PMA) tentang adanya ketidakjelasan peraturan perundang-
undangan akan ada dampak yang mungkin bisa terjadi. 
B. Deskripsi Fokus & Fokus Peneltian 
1. Fokus Penelitian  
a. Perlindungan Hukum 
b. Penanaman Modal Asing 
c. Hukum Islam  
2. Deskripsi Fokus 
a. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal Asing pada pasal 7 angka 1 menjelaskan bahwa 
“pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau 
pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan 
undang-undang”. 
b. Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata 
maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk 
digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah 
pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.  
c. Hukum Islam ialah berasal dari kata syara‟ secara etimologi berarti”jalan 
yang dapat di lalui air”. Maknanya ialah jalan yang ditempuh manusia 
untuk menuju Allah. Selain dari hukum aturan ada pula Syariat islam yaitu 
hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam, 
baik di dunia maupun diakhirat.  
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C. Rumusan masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah maka dirumuskan pokok masalah 
yakni penulis mengemukakan sub masalah bagaimana sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 
pemerintah kepada investor asing di PT.Lonsum ? 
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap investor asing berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di PT.Lonsum Kecamatan 
Bulukumpa ? 
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing 
menurut perspektif islam?  
D. Kajian dan Penelitian Terdahulu  
1. Emkel Deanta Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam 
Modal Asing Dalam Hal Nasionalisasi Atas Perusahaan” 2018, 
Adapun isinya yaitu menjelaskan mengenai nasionalisasi perusahaan 
penanam modal asing diatur dalam pasal 7 ayat (1), penerapan hukum 
dalam perlindungan penanam modal (investor) asing menurut Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2007. Sementara peneliti ingin membahas 
tentang penerapan hukum dalam penanaman modal asing. 
2. M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal 
Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia” 2014, adapun isinya 
menjelaskan mengenai kurangnya kepastian hukum bagi penanaman 
modal adalah sumber dari kekhawatiran penanaman modal selama ini, 
selain itu korupsi pada lingkungan pengadilan dan pemerintahan, belum 
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terciptanya bebas dari perilaku KKN juga merupakan sumber lain dari 
kekhwatiran penanaman modal di Indonesia. Sementara peneliti ingin 
membahas kepastian hukum bagi penanam modal. 
3. Aminuddin Ilmar, “Hukum Penanaman Modal Di Indonesia” 2007, 
adapun isi dari buku ini menjelaskan bahwa bab satu sampai tiga yang 
berisi pemaparan komprehensif sejarah penanaman modal, bentuk 
usaha kerja sama penanaman modal di Indonesia dan bidang 
penanaman modal. Bab empat dan bab lima membahas prosedur dan 
tata cara penanaman modal. Dan bab enam yang merupakan bab 
terakhir sekaligus penutup yaitu menyajikan hubungan penanaman 
modal dengan pembangunan di Indonesia. Sementara peneliti ingin 
membahas tentang penerapan hukum permodalan yang ada di 
Indonesia. 
4. I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam 
Justifikasi Teori Hukum, dalam buku ini menjelaskan bab I 
menguraikan sekilas tentang pendahuluan yang berupa pengertian 
penelitian hukum, sosok keilmuan ilmu hukum, lapisan-lapisan ilmu 
hukum serta hubungan antar teori hukum dan penelitian. Bab II 
menegaskan kembali hubungan teori hukum dan metode penelitian 
hukum dengan cara memaparkan terlebih dahulu mengenai luas 
cakupan atau ruang lingkup materi teori hukum. Bab III tentang 
justifikasi eksistensi masing-masing jenis metodologi penelitian hukum 
terkait dengan perkembangan teori hukum dewasa. Bab IV dan V 
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menguraikan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam 
melakukan penelitian hukum normatif. Sementara peneliti ingin 
membahas tentang secara rinci mengenai penelitian hukum normatif. 
5. Ahmad Rizal Ali Fahmi, “Hukum dan kepentingan; telaah kritis atas 
undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing 
dan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 
dalam perspektif UUD 1945 dan hukum islam” 2009, mengenai konflik 
kepentingan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1967 
tentang penanaman modal asing dan kemudian disempurnakan dengan 
undang-undang nomor 25 tahun 2007, yaitu dalam tinjauan islam 
kepentingan dalam undang-undang penanaman modal. Sementara 
peneliti ingin membahas tentang perlindungan hukum pada penanaman 
modal dalam hukum Islam.  
E. Tujuan Penelitian  
    Berdasarkan pokok masalah, maka tujuan umum dari penelitian ini 
adalah menambah pengetahuan serta memahami mengenai bentuk dan 
penerapan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing di 
PT.Lonsum. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan 
adalah  
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
oleh pemerintah kepada penanam modal asing di PT.Lonsum  
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2. Untuk mengetahui serta menemukan bentuk penerapan hukum 
terhadap penanam modal asing menurut Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penanam modal 
asing dalam hukum islam  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A.  Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-
hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum 
dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara 
wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi 
subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai 
perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, 
hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, 
damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum 
terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang 
seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek 
hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. 
Baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat 
menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang 
melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan 
perlindungan hukum bagi warga negara. Kemungkinan untuk memberikan 
perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk 
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh 
karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak orang-orang atau kelompok 
tertentu. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti 
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dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara 
hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara 
mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan 
perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum 
itu diberikan.7  
Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI 
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 
dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan 
sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah 
tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan 
oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. 
Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 
sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan 
adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Maka dari itu pengertian 
perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek 
hukum dalam bentuk perangkat hukum baik itu bersifat preventif maupun yang 
represif, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.  
Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perlindungan 
hukum adalah adanya jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah dan atau 
masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan 
peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
                                                 
7Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.(Jakarta: PT Raja Grafindo,2016) 
h.265-266 
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Dengan kata lain perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum 
apabila mengandung unsur-unsur, yaitu : 
1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya 
2. Jaminan kepastian hukum  
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara 
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 
Dalam islam adanya hak memperoleh perlindungan terdapat dalam QS. At-
Taubah /9:6 sebagai berikut : 
َ ٕ  ِ ۡأ  ِ َُٗۡغ ٍِ ۡث أَ َُّ ُحَ ِ َّللَّٱَ  ُ
ٰ ٍ وَ  ع  ّ ۡع ٠َ ٰٝ َّت  حَُٖۡسِج أ فَ  ن  زب  ج تۡظٱَ  ٓ ١ِوِسۡؽ ُّ ٌۡ ٱَ  ٓ ِّ َ ٞد  ح أَ ْۡ ِإ  َٚ ُۡ ُٙ َّ  ٔ ِأثَ  هٌِ
ٰ ذَ ۚۥُٗ
ََ  ْ ٛ ُّ  ٍۡع ٠َ َّلََّ َٞ ۡٛ  ل١َ
Terjemahannya: 
“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar 
firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. 
Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”8 
 
Menurut QS. At-Taubah/9: 6 bahwa kewajiban seorang muslim untuk 
memberikan perlindungan kepada setiap manusia. Seorang muslim harus 
memberikan perlindungan hukum terhadap sesama muslim, sebangsa, dengan 
orang non-muslim dan warga negara asing. 9 
 
2. Macam-macam Perlindungan Hukum  
                                                 
8Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Akbar Media, 2012), 
h.187 
9M. Andi Firdaus, ”Perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha 
perkebunan di Indonesia”, Skripsi (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2014),h. 19-28 
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Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu: pertama perlindungan 
hukum preventif sangat besar artinya bagi perilaku pemerintahan yang 
berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 
hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 
mengambil keputusan yang didasarkan. Adapun perlindungan hukum preventif 
merupakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum 
preventif yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu perlindungan terhadap hak-
hak investor asing dalam menanamkan modalnya di sektor perkebunan Indonesia.  
Adapun hak-hak tersebut diberikan pemerintah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang terkait. Dari penetapan sejak awal bagaimana 
kebijakan dasar penanaman modal, jenis usaha perkebunan, izin peruntukan tanah 
untuk usaha perkebunan dan izin usaha perkebunan sampai dengan berakhirnya 
kegiatan penanaman modal. Maka dari itu dengan adanya perlindungan hukum 
preventif tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan 
mencegah terjadinya sengketa antar penanam modal dengan pemerintah, 
penduduk lokal ataupun pelaku usaha lokal.  
Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk represif yang bertujuan untuk 
menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara penanam 
modal dengan pemerintah dan antara sesama penanam modal. Perlindungan 
hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip 
perlindungan hukum terhadap perilaku pemerintah bertumpu dan bersumber dari 
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia 
karena menurut sejarah dari barat, yaitu lahirnya konsep-konsep mengenai 
15 
 
 
 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkn kepada 
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 
Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindak 
pemerintah adalah prinsip negara hukum. 
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 
Tentang penanaman modal menjelaskan bahwa: 
1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: 
a) Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi 
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; 
dan 
b) Mempercepat peningkatan penanaman modal. 
2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaiman dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah: 
a) Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan 
nasional; 
b) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan 
berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan 
sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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c) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan 
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.10  
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum 
Hak ialah sesuatu hal yang harus kita miliki sedangkan kewajiban ialah 
sesuatu hal yang harus kita lakukan. Lahirnya suatu kontrak akan menimbulkan 
suatu hubungan hukum yang terikat yang mengakibatkan munculnya hak dan 
kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi suatu akibat 
hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya 
yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Menurut pasal 1339 KUHPer 
menyatakan yaitu suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 
dengan tegasnya dinyatakan dalam kontrak tersebut, akan tetapi juga segala 
sesuatu yang menurut sifat kontrak diharusakan atau diwajibbkan oleh 
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.  
Hak dan kewajiban penanaman modal asing telah ditentukan dalam pasal 
10, pasal 12, pasal 14, pasal 19, pasal 26, pasal 27, Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal telah ditentukan 
dalam 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal.11 
                                                 
10Suardhana, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor 
Perkebunan di Indonesia”, Jurnal Hukum Prasada 6, no. 1 (2019):h. 5  
11M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang 
Usaha Perkebunan di Indonesia”, Skripsi (Jakarta:Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah,2014),h.31-34 
 
17 
 
 
 
B. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal Asing  
1. Pengertian Penanaman Modal Asing 
Pengertian mengenai penanaman modal oleh masing-masing negara 
penerima modal tergantung atau adanya kaitan dengan salah satu teori yang dianut 
atau juga merupakan variasi daari berbagai teori itu. Hal ini dapat dilihat dengan 
jelas masing-masing pengaturan negara penerima modal terhadap keberadaan 
penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang dinyatakan bahwa 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan penanaman modal masing-masing 
negara. 12 
Menurut istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu investire 
yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris juga disebut dengan 
investment. Dalam pengertian penanaman modal tujuannya sebagai sebuah 
kegiatan untuk penaikan sumber dana yang digunakan untuk melakukan 
pembelian barang modal, dan barang modal iti akan menghasilkan produk baru.  
Adapun menurut wikipedia Indonesia mengenai investor atau penanam 
modal merupakan orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non 
domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai 
dengan jenis investasi yang dipilih) baik itu dalam jangka pendek atau jangka 
panjang. Selain itu istilah dari penanam modal ini juga digunakan untuk 
menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang asing, 
saham perusahaan, atau asset-aset dengan suatu tujuan guna memperoleh 
keuntungan dan bukan merupakan profesinya serta hanya untuk jangka waktu 
                                                 
12Emkel Deanta Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam 
Hal Nasionalisasi Atas Perusahaan”, Skripsi (Medan: Fak. Hukum USU, 2018),h. 19  
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tertentu. Adapun hal lain yang turut berperan dalam berinvestasi syariah. Investasi 
syariah tidak sering membicarakan perihal duniawi sebagaimana yang dimaksud 
oleh para ekonom sekuler. Adanya unsur lain yang sangat menentukan berhasil 
atau tidaknya investasi di masa yang akan datang, yakni ketentuan dan kehendak 
Allah. Sebagaimana dijelaskan pada QS. Lukman/31:34 sebagai berikut : 
َا ذب َِّ َٞطۡف َِٔٞزۡد تَب  ِ  ٚ َ ِۖ َِ ب  حۡز ۡلأٱَِٟفَب  ِ َ ُُ  ٍۡع ٠  ٚ َ  ج١ۡ غ
ٌۡ ٱَُي ِّص ُٕ٠  ٚ َِخ عبَّعٌٱَُُ
ٍۡ ِعَۥُ  ٖدِٕع  َ َّللَّٱَ َّْ ِإَ ِۖاٗد غَُتِعۡى ت
َِإَ
ُۚدٛ ُّ  تَٖضۡز أَِ ّٞ  ِأثَ ُُۢطۡف َِٔٞزۡد تَب  ِ  ََٚ ُُۢس١ِج  خَ ُ ١ٍِ  ع  َ َّللَّٱَ َّْ١ 
Terjemahannya: 
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun 
yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.13 
 
Menurut pandangan Islam semua perbuatan atau perlakuan manusia dalam 
kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonominya sebagai investasi yang akan 
menghasilkan pendapatan. Investasi yang melakukan pelanggaran syariah akan 
mendapatkan balasan yang setimpal, dan begitu pula dengan yang sesuai dengan 
syariah. Hasil investasi dalam islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang 
dikorbankan. Hasil yang akan didapatkan oleh manusia dari investasinya di dunia 
bisa berlipat ganda.14 
                                                 
13
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Akbar Media, 2012), 
h. 414 
14M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang 
Usaha Perkebunan di Indonesia”, Skripsi (Jakarta:Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah,2014), h.39 
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Penanaman modal juga merupakan salah satu indikator pembangunan 
ekonomi yang berperan dalam mengolah potensi ekonomi Indonesia yang besar 
menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Peningkatan penanaman modal di 
Indonesia menjadi penting dalam hal mempercepat pembangunan ekonomi 
nasional dan mewujudkan kedaulatan politik serta ekonomi di Indonesia. 
Perkebunan sangat berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki 
potensi besar dalam membangun perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, maka dari 
itu dapat dikatakan bahwa usaha pada sektor perkebunan adalah wujud asas 
ekonomi kerakyatan dan asas demokrasi ekonomi yang diamanatkan pada pasal 
33 UUD 1945. Oleh karena itu, usaha perkebunan harus selalu didorong dan juga 
didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang salah satunya dapat 
meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka mengolah potensi yang 
didapatkan pada usaha perkebunan, baik dalam bentuk penanaman modal dalam 
negeri maupun penanaman modal asing.15 
Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing 
ditegaskan bahwa pengertian modal asing di dalam Undang-Undang ini hanyalah 
meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau 
berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk 
menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara 
langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.  
Pengertian modal asing dalam undang-undang ini menurut pasal 2 yaitu: 
                                                 
15Suardhana, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor 
Perkebunan di Indonesia”, Jurnal Hukum Prasada 6, no. 1(2019):h. 2 
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a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari 
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah 
digunakan sebagai pembiayaan perusahaan di Indonesia; 
b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik 
orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam 
wilayah indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari 
kekayaan devisa Indonesia; 
c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini 
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai 
perusahaan Indonesia.  
Adapun modal asing dalam undang-undang ini tidak hanya berbentuk  
valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan 
unutk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik 
orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan 
keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetap dipergunakan kembali di 
Indonesia.16 
 Penanaman Modal Asing (PMA) adalah bentuk investasi dengan jalan 
membangun, membeli total atau mengakui isi perusahaan. Penanaman modal di 
Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang 
penanaman modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan penanaman 
modal asing yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukaan usaha di wilayah 
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 
                                                 
16Kansil dan Christine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia 
(Jakarta: Sinar Grafika,2008)h. 571 
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menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal). 
Adapun perumusan Pasal 1 tersebut di atas tentang pengertian penanaman 
modal asing pada prinsipnya mengandung beberapa unsur poko yaitu: 
1. Penanaman modal secara langsung (direct investment) 
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia  
3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal 
Dengan demikian defenisi dari penanaman modal asing sesuai dengan 
rumusan pasal 1 tersebut di atas hanyalah penanaman modal yang dilaksanakan 
secara langsung (direct investment) dan bukan penanaman modal secara tidak 
langsung (portofolio investment) dimana pemilik modal hanya memiliki sejumlah 
saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan 
langsung dalam pengelolaan manajemem perusahaan tersebut. Perbedaan ini 
penting supaya bisa membedakan secara tegas yang mana masuk penanaman 
modal khususnya penanaman modal asing dan yang mana bukan sebagai 
penanaman modal asing meskipun di dalamnya adanya unsur asing.17  
Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam 
negeri jelas dikaitkan dengan pihak yang melakukan penanaman modal dan 
asal dari modal tersebut. Modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat 
juga dalam bentuk lain yang bukan uang sepanjang mempunyai nilai 
ekonomis. “Modal Asing” dalam pasal 1 angka(8) UU Penanaman Modal di 
                                                 
17Emkel Deanta Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing dalam 
hal nasionalisasi atas Perusahaan”, Skripsi (Medan:Fak. Hukum, 2018), h. 20 
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definisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan 
warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan 
hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak 
asing. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman modal mengatur bahwa 
penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan 
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik 
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.  
Hal ini mengakibatkan perusahaan yang di dalamnya terdapat unsur 
modal asing memiliki status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing 
(PMA) untuk membedakannya dengan perusahaan yang berstatus 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau juga perusahaan yang tidak 
berstatus PMA maupun PMDN atau yang sering dikenal sebagai perusahaan 
swasta nasional atau perseroan terbatas biasa (PT biasa).  
Dengan kata lain, penanaman modal asing sebenarnya adalah 
penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing (pemodal asing) atau 
pihak asing yang berpatungan dengan pihak lokal (penanam modal asing), 
dimana penanaman modal asing itu bersifat langsung dan tidak mencakup 
penanaman modal asing yang dilakukan secara tidak langsung melalui 
badan usaha Indonesia. 18   
2. Sejarah Perkembangan Penanaman modal  
Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam 
Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu 
                                                 
18David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia,(Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group,2013), h. 21-29 
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masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan memalui pembangunan 
diberbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik 
dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, 
seperti; sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, 
industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.  
Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 33 
tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1970. 
Kurun waktu lebih seperempat abad itu membawa perubahan dalam masyarakat 
Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi 
dan dinamikanya. Keberhasilan pembangunan Indonesia dapat dilihat dari angka 
statistik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 
5-6% per tahun sebelum era krisis berlangsung. Keadaan tersebut menandai 
keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang 
disinyalir masih terdapat kurang lebih 27 juta rakyat yang berada di bawah garis 
kemiskinan.  
Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam 
jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat 
disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha 
swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan 
modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam 
negeri sendiri. 
Dalam hal ketersediaan modal yang dapat segera dikerahkan untuk 
melaksanakan pembangunan nasional dirasakan sangat tidak memadai, sehingga 
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pemerintah melakukan berbagai kebijaksanaan dan pendekatan kepada negara-
negara yang dapat memberikan bantuannya kepada Indonesia. Keadaan dalam 
negeri yang kurang menguntungkan mencapai puncaknya dengan meletusnya 
G.30S.PKI pada tahun 1965 dan terjadinya peralihan pemerintahan orde lama 
kepada orde baru sekitar tahun 1966. Inflasi meningkat dengan tajam dn berada di 
atas angka 600 persen. Perkonomian nasional hampir terhenti sama sekali dan 
mengakibatkan dunia usaha kurang berkembang dan mengalami kelesuan. 
Melalui pendekatan terhadap negara-negara maju khususnya dengan Belanda, 
maka bantuan luar negeri segera dapat disalurkan melalui jalur pemerintah ke 
pemerintah untuk rehabilitasi prasarana fisik maupun sosial yang sudah 
mendesak. Bantuan kerjasama dengan pembangunan untuk Indonesia didapat 
melalui pembentukan IGGI dengan kordinatornya Belanda. Pada mulanya 
dirasakan keengganan negara-negara maju untuk membantu Indonesia lewat 
pemberian pinjaman luar negeri yang disebabkan Indonesia pernah melakukan 
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia 
serta haluan politiknya yang dirasakan sangat membahayakan negara-negara 
maju.  
Persoalan mulai timbul tatkala perekonomian dunia yang selama beberapa 
waktu berkembang dengan pesatnya melalui dukungan perdagangan dan moneter 
antarbangsa mengalami resesi. Dalam proses tersebut kebanyakan negara-negara 
maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-negara 
berkembang atau sedang berkembang khususnya Indonesia yang menerima 
bantuan pinjaman luar negeri. Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-
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negara berkembang atau sedang berkembang untuk mencari alternatif lain selain 
bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan negara-
negara berkembang atau sedang berkembang yakni, dengan adanya penanaman 
modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kaitannya, Indonesia 
mengalami pula kesulitan yang sama dalam hal perolehan pinjaman luar negeri 
sehingga mencari alternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap 
penanaman modal asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia. 19  
3. Manfaat kegiatan penanaman modal asing 
Dengan adanya penanaman modal asing secara langsung tidak dapat 
dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi negara penerima modal, begitu 
pula dengan investor maupun bagi negara asal. Adapun manfaat yang dimaksud, 
yaitu kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima 
modal, menambah devisa apalagi investor asing yang memperkenalkan ekspor, 
dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak.  
Bagi investor/penanam modal atau yang dalam hal ini perusahaan 
multinasional, bermanfaat dari kegiatan penanaman modal asing baik secara 
langsung yang mereka lakukan pada dasarnya alasan mereka sama yaitu untuk 
melakukan investasi secara langsung tersebut.  
Setelah ditetapkannya Undang-Undang tentang penanaman modal di tahun 
2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah menjadi sebuah 
lembaga pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik 
dengan koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, 
                                                 
19Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia(cet.3; Jakarta:Kencana 
Prenada Media Group, 2007), h. 1-4 
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dan pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah dengan 
pemerintah daerah. 
Adapun beberapa manfaat penanaman modal asing: 
1) Membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia 
Kegiatan penanaman modal asing dengan menjalankan usaha di suatu 
negara. Guna berdirinya suatu bidang usaha sudah pasti membutuhkan beberapa 
faktor produksi, seperti salah satunya tenaga kerja. Dengan hal ini membuat 
aktivitas penanaman modal asing membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat 
Indonesia. Dalam hal ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru berarti terbuka 
juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan. 
2) Alih teknologi 
Aktivitas penanaman modal asing biasa dilakukan oleh negara maju 
yang bertujuan untuk memperluas pasar. Dengan ini akan memberikan manfaat 
berupa terjadinya alih teknologi. Adanya kegiatan usaha dari negara lain di 
Indonesia akan memberikan pengetahuan yang baru lagi bagi pekerja dari 
Indonesia. Dengan adanya seperti teknologi otomotif negara lain di Indonesia, 
maka dari itu para pekerja di Indonesia menjadi mampu merakit mobil, 
mengetahui cara produksi onderdil mobil, yang akhirnya ilmu tersebut bisa 
menjadi manfaat untuk mengembangkan dunia otomotif di Indonesia.  
3) Meningkatnya penghasilan dari sektor pajak 
Dalam setiap kegiatan perdagangan antar negara pasti dikenal adanya pajak, 
yang akan menjadi sumber penghasilan bagi negara. Semakin banyak perusahaan 
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asing yang menjalankan operasionalnya di Indonesia, maka akan semakin banyak 
juga nilai pajak yang masuk pada kas negara. 
Itulah 3 manfaat penting dari kegiatan penanaman modal asing yang 
dikelola oleh BKPM yaitu sebagai badan penanaman modal di Indonesia. 
Adapun beberapa manfaat penanaman modal sebagai berikut : 
a. Memberi modal kerja 
b. Menghasilkan keahlian, ilmu pengetahuan,modal dan koneksi pasar 
c. Meningkatkan penghasilan uang asing melalui kegiatan ekspor  
d. Penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru 
e. Negara penerima tidak mengkhawatirkan atau menghadapi risiko ketika 
suatu perusahaan penanaman modal yang didirikan di negaranya, 
ternyata tidak menghasilkan untung dari modal yang diterimanya, dan 
f. Membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-
negara penerima 
Sekalipun investor memberikan manfaat bagi negara penerima 
modal, selain itu investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak 
lepas dari orientasi bisnis. Jadi , dapat dipahami mengapa investor asing 
sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan penelitisn terdahulu 
lewat studi kelayakan, baik dari aspek hukum, finansial maupun politik 
bahwa apakah kondusif untuk melakukan bisnis di negara yang akan 
dituju. Dan hal ini juga sangat penting bahwa untuk memprediksi resiko 
yang akan dihadapi.  
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Adapun dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
yang menjadi kewenagan pemerintah, pemerintah menyelenggarakannya 
sendiri, dan melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, 
atau ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Adapun ketentuan 
mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 20 
4) Peranan hukum dalam menciptakan iklim penanaman modal asing 
yang Kondusif 
Penanaman modal asing mempunyai korelasi yang erat dengan 
masalah law enforcement, di mana hal tersebut dalam bentuk kepastian 
hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas 
peraturan yang mengatur masalah penanaman modal secara khusus, tetapi 
juga peraturan-peraturan lainnya baik yang sifatnya sektoral maupun lintas 
sektoral. Oleh karenanya asas-asas penanaman modal sebagaimana diatur 
dalam UU Penanaman Modal sarat dengan muatan law enforcement, 
yakni: 
1. Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang meletakkan 
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 
dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman 
modal 
                                                 
20Emkel Deanta Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam 
Hal Nasionalisasi Atas Perusahaan”, Skripsi (Medan:Fak. Hukum USU, 2018), h. 26-31 
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2. Keterbukaan: asas yang terbuka tehadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang kegiatan penanaman modal 
3. Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara: asas 
perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam 
negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal 
dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing 
lainnya. 
5. Kebersamaan: asas yang mendorong peran seluruh penanam modal 
secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. 
6. Efisiensi berkeadilan: asas yang mendasari pelaksanaan penanaman 
modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha 
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya 
saing. 
7. Berkelanjutan: asas yang secara terencana mengupayakan 
berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk 
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menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek 
kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang 
8. Berwawasan lingkungan: asas penanaman modal yang dilakukan 
dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 
pemeliharaan lingkungan hidup 
9. Kemandirian: asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup 
diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan 
ekonomi 
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: asass 
yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah 
dalam kesatuan ekonomi nasional. 
Berdasarkan penjelasan di atas jelas peranan hukum dalam 
menciptakan iklim investasi yang kondusif ialah persyaratan mutlak, 
mengingat investor asing tidak akan melakukan investasi di tempat yang 
tidak memiliki kepastian hukum yang dapat mengakibatkan suatu risiko 
hukum yang sangat tinggi.21  
C. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha 
Perkebunan di Indonesia  
1. Bidang Usaha Penanaman Modal 
Penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam subbidang 
usaha perkebunan dapat diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi 
                                                 
21David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di 
Indonesia(Cet.1:Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2013), h.4-6 
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kebutuhan industri dalam negeri melalui peremajaan, rehabilitasi, perbaikan mutu 
tanaman, pemanfaatan lahan transmigrasi perkebunan, lahan kering dan rawa yang 
ditangani secara lebih intensif dalam sistem agribisnis yang terpadu dengan 
agroindustri melalui keterkaitan yang saling menguntungkan antara petani 
produsen dengan industri yang didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta penyuluhan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang 
tersedia. 
Bidang usaha perkebunan ialah kegiatan-kegiatan yang meliputi 
penanaman, pengelolaan, dan pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha 
terpadu (integrated agribisnis) dan mendorong pengembangan usaha agribisnis 
sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan. 
Pengembangan usaha perkebunan tersebut dilakukan dengan menggunakan 
teknologi maju (bibit unggul, pupuk, pestisida, dan lain-lain) dan dapat 
menciptakan lapangan kerja serta menjaga kelestarian sumber daya alam. 
Penanaman modal di subbidang usaha perkebunan ini diharapkan ikut 
membantu pengembangan perkebunan rakyat di sekitarnya, dengan melibatkan 
kelompok tani maupun koperasi dalam kegiatan produksi, penampungan, 
pengolahan dan pemasaran hasil. Bentuk usaha diutamakan dengan pola usaha 
Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan atau mengikutsertakan koperasi kelompok-
kelompok petani sebagai pemegang saham. Aplikasinya penanaman modal dapat 
meliputi usaha karet, kelapa sawit, kelapa, cokelat, kopi, teh, serat-seratan, kapas, 
kapuk, jarak, tebu, tembakau, cengkeh, jambu mete, tanaman penghasil gula 
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bukan tebu, tanaman pewarna/bahan penolong, tanaman obat-obatan, lada, 
pembibitan tanaman keras, kina, dan sebagainya. 22  
2. Substansi Hukum Penanaman Modal di Indonesia 
Perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia dimulai sejak 
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dari tahun 1952, 
Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal pertama kali di masa kabinet 
Alisastromidjojo. Akan tetapi tidak sempat diajukan ke hadapan parlemen karena 
kabinet ini jatuh terlebih dahulu. Pertama kalinya undang-undang yang mengatur 
mengenai penanaman modal terutama asing ialah Undang-Undang Nomor 78 
Tahun 1958 yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 1960. Adapun penyebabnya karena dalam pelaksanaannya undang-undang 
ini banyak mendapat hambatan. 
Pada tahun 1965 undang-undang yang mengatur mengenai penanaman 
modal asing dicabut karena adanya anggapan bahwa penanaman modal asing. 
Rakyat menderita karena adanya anggapan bahwa sumber kekayaan alam 
Indonesia hanya untuk memperkaya penanam modal asing tanpa memberi 
kesejahteraan bagi rakyat secara berarti. Undang-Undang terus mengalami 
perubahan berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 26 April 2007 Presiden 
Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal. Dengan telah disahkannya undang-undang ini maka akan 
memberi kepastian hukum dan harapan bagi penanaman modal asing maupun 
domestik di Indonesia.  
                                                 
22Aminuddin Ilmar , Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Cet.3:Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2007), h.97-98 
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Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu 
terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini 
menyebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam 
modal. Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri yaitu bagian dari masalah-
masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim investasi yang 
kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.  
Penanaman modal yang mendapatkan surat persetujuan penanaman 
modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) masih harus mengurus 
izin prinsip di daerah, penyebabnya terjadi pengulangan pengurusan perizinan. 
Peraturan-peraturan daerah yang bermasalah kebanyakan berisikan izin gangguan. 
Aturan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Sejak zaman itu izin 
gangguan diberlakukan untuk melindungi bisnis perusahaan Belanda. Sedangkan 
sekarang ini, izin gangguan digunakan agar menjaga masyarakat dari gangguan 
akibat pelaksanaan penanaman modal. 
3. Perlindungan Hukum bagi Penanaman Modal di Indonesia 
Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) James S. Kallman 
menyatakan bahwa insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi 
asing yaitu pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan 
jaminan keamanan. Banyak investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya 
di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif 
dibandingkan dengan negara-negara tujuan investasi yang lain.  
Kedua undang-undang terdahulu yang mempunyai pengaruh besar 
terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman 
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Modal ialah undang-undang yang meratifikasi WTO dan Undang-Undang tentang 
pemerintah daerah terakhir yang diubah ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004. Pengaruh kedua dari undang-undang yakni sangat dirasakan dalam Materi 
Pengaturan Penanaman Modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal ini. 
Pada pasal 30 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal menyatakan dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal, adapun yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni: 
a. Penanaman modal berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak 
terbarukan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. 
b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi 
pada skala nasional 
c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung 
antar wilayah atau ruang lingkup antar provinsi 
d. Penanaman modal yang kaitannya pada pelaksanaan strategi pertahanan dan 
keamanan nasional.  
e. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal 
asing, yang berasal dari pemeritah negara lain, yang berdasar pada 
perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan  
f. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut 
undang-undang. 23 
                                                 
23M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal pada Bidang 
Usaha Perkebunan di Indonesia”, Skripsi (Jakarta:Fak. Syariah dan hukum UIN Syarif 
Hidayatullah, 2014), h.58-65 
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4. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal 
Perlindungan Hukum terhadap penanam modal yaitu suatu perlindungan yang 
memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, yakni ia akan dapat 
menanamkan modalnya dengan keadaan yang fair terhadap para pihak yang 
terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak lainnya, terutama dalam hal ini 
mendapatkan akses informasi yaitu situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, 
asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan 
sebagainya.  
Dengan demikian peran pemerintah sangat diperlukan dalam upaya 
melindungi investor asing yang melakukan penanaman modalnya di Indonesia 
dengan cara mewajibkan investor asing yang perusahaannya berada di wilayah 
Indonesia wajib berbentuk badan hukum menurut hukum indonesia. Daripada itu, 
hak yang terpenting yang diberikan kepada investor asing adalah yang terdapat 
dalam pasal 14 UUPMA tentang kepastian hak, hukum, perlindungan, serta 
informasi yang terbuka menyangkut bidang usaha yang dijalankannya dan hak 
pelayanan, berbagai macam fasilitas yang dapat menggampangkan investor untuk 
berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Adapun kaitannya dengan hukum atau dalam hal aspek yuridis, yakni hal 
yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh para investor asing yang 
akan atau yang ingin menanamkam modalnya pada suatu negara. Terutama hal 
yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah nasional bagi 
aktivitas investasi asing di negaranya dalam bentuk perlindungan hukum. Selain 
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itu, hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor asing untuk 
menanamkan modalnya pada suatu negara.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal, dalam hal ini tidak adanya diskriminasi antara penanam modal dalam 
negeri maupun penanam modak asing. Yakni terlihat dalam Pasal 6 Undang-
Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa: 
1. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam 
modal yang berasal dari negara manapun yang melaksanakan kegiatan 
penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Perlakuan sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 
penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa 
berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. 
Hal ini memberikan pandangan positif kepada Indonesia oleh pihak 
penanam modal asing, karena apabila dengan hal tersebut pihak Indonesia telah 
memberikan suatu jaminan perlindungan hukum bagi pihak penanam modal asing 
atas resiko penanaman modal asing di Indonesia. Dan juga selain itu, dengan 
diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah memberikan suatu 
jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi para penanam modal 
mengenai pengambilalihan atas perusahaan asing yang tertera dalam Pasal 7 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.24 
 
                                                 
24Emkel Deanta Ginting, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing dalam 
hal Nasionalisasi atas Perusahaan”, Skripsi (Medan:Fak. Hukum,2018), h. 90-94 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field 
research) yang akan mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum 
pada penanaman modal asing di PT.Lonsum. 
2. Lokasi penelitian  
Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Bulukumpa tepatnya di 
bagi perusahaan (PT.Lonsum) yang terdapat penanaman modal asing 
B. Pendekatan Penelitian 
    Dalam penelitian ini ada dua model pendekatan yang digunakan 
yaitu: 
1. Pendekatan yuridis normatif  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 
normatif yang artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma 
hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-
norma yang berlaku dimasyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan 
yang berlaku dimasyarakat. 
2. Pendekatan sosiologis 
Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menggunakan 
perangkat ilmu soisla dalam melihat serta menganalisa obyek. Pendekatan 
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ini menyangkut tentang masyarakat serta akan melihat kendala sosil dalam 
menanggapi tentang penanaman modal asing. 
3. Pendekatan syar‟i 
Pendekatan Syar‟i berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan 
keagamaan dengan melandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, atau 
berdasar pada Al-Qur‟an dan Hadis dan Pandangan Ulama. Pendekatan ini 
dirangkai dengan melihat permasalahan yang ada dan menariknya kedalam 
perspektif hukum sesuai dengan sumber hukum Islam.  
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder, kedua sumber data tersebut 
akan dijelaskan sebagai berikut:  
1. Sumber data primer  
Data primer adalah data atau sumber yang diperoleh langsung dari 
lokasi penelitian yaitu di PT.Lonsum (London Sumatera) yang terletak di 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sumber data primer ini 
yaitu hasil dari wawancara atau observasi terhadap pihak-pihak yang 
menguasai dan atau mengetahui permasalahan. 
Asisten Manager PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa: 1 Orang 
Karyawan PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa    : 4 Orang 
Buruh pencari Karet         :1 Orang 
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2. Sumber Data sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari melalui 
media perantara atau secara tidak langsung seperti berupa Alquran, 
peraturan perundang-undangan, buku-buku,karya ilmiah dan juga pendapat 
para ahli yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi atau Pengamatan  
Obervasi yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 
mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yaitu dengan 
menggunakan teknik observasi, observasi dapat dibedakan menjadi dua 
bentuk yakni participant observer ialah suatu bentuk observasi dimana 
pengamat secara teratur berpatisipasi dan ikut terlibat dalam kegiatan yang 
akan diamati, sedangkan yang kedua yakni non participant observer ialah 
suatu bentuk observasi dimana peneliti atau pengamat tidak secara 
langsung ikut dalam kegiatan yang diamatinya. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan unutk 
mengumpulkan data penelitian. Dan juga dapat dikatakan bahwa 
wawancara ialah suatu peristiwa atau kejadian atau proses interaksi antara 
pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai melalui 
komunikasi secara langsung. 
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3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang mengenai 
sesuatu yang sudah lalu. Yakni dokumen mengenai orang atau 
berkelompok , peristiwa, atau kejadian yang dalam situasi sosial sesuai dan 
ada kaitannya dengan fokus penelitian yakni sumber informasi yang sangat 
bermanfaat dalam penelitian kualitatif. 
E. Instrument Penelitian  
Adapun instrumen yang digunakan meliputi: 
1. Peneliti yang berperan sebagai orang yang mencari serta menggali 
seluruh informasi-informasi secara sistematis.  
2. Pedoman Observasi yang berperan sebagai pengarah jalannya 
observasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran.  
3. Kamera sebagai instrument yang menyimpan bahan penelitian atau 
observasi sebelum dicatat dalam hasil penelitian. 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Kategorisasi Data/ Klasifikasi Data 
a. Data primer yaitu data yang diambil dari penelitian dilapangan 
yang menyangkut tentang perlindungan hukum pada 
penanaman modal asing. 
b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari beberapa referensi 
ataupun jurnal yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum 
pada penanaman modal asing. 
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2. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menajamkan,menggolongkan,mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 
dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.25 
3. Editing data  
Editing data merupakan proses meneliti hasil survei untuk meneliti 
apakah ada respon yang tidak lengkap, atau membingungkan, dan apabila 
ada kasus seperti ini ada beberapa cara untuk mengatasinya. 
G. Pengujian Keabsahan Data  
Dengan terjaminnya data yang akurat, maka peneliti akan melakukan 
pengujian keabsahan data. Apabila ada data yang salah akan menghasilkan 
penarikan kesimpulan yang salah, begitu pula sebaliknya,  data yang sah 
akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Dengan 
adanya keabsahan data ini dilakukan maka dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan dengan tekun dalam penelitian, trigulasi, diskusi 
dengan teman-teman. Adapun dengan tringulasi itu ada 3 yakni uji materi, 
waktu dan sumber.  
 
 
 
                                                 
25Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif), (Makassar: 
Shofia, 2016), h.146 
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BAB IV 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING 
TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PT LONSUM BULUKUMPA) 
A. Gambaran Lokasi Penelitian  
       Kabupaten Bulukumba berjarak 153 km dari Kota Makassar (Ibu Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan) terletak di bagian selatan dari Jazirah Sulawesi 
Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km² atau 1,85 % dari luas 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten 
Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada 
kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut 
lepas. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan 
Ujungbulu (ibukota kabupaten), Gantarang, kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, 
Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. 7 diantaranya 
termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan 
perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujungloe, Bontobahari, 
Bontotiro, Kajang dan Herlang, 3 Kecamatan sentra pengembangan pertanian 
dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. 
Adapun Kantor PT LONSUM (London Sumatera) terletak di jalan Karet 
poros Kajang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
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Adapun Visi dan Misi PT. LONSUM (London Sumatera) antara lain, 
yaitu: 
1. Visi  
Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bulukumba 
saat ini juga memperhatikan potensi dalam perkebunan kedepannya dan untuk 
mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Bulukumba maka Visi 
PT.Lonsum Bulukumpa Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 
“To be the Leading 3C (Crops, Cost, Conditions) and Research driven 
Sustainable Agribusiness” (Menjadi perusahaan agribisnis terkemuka 
yang berkelanjutan dalam hal Tanaman-Biaya-Lingkungan (3C) yang 
berbasis penelitian dan pengembangan)” 
Dari visi diatas dapat dijelaskan makna yang dapat diambil yaitu: 1) 
menjadikan perusahaan ini (PT.Lonsum) menjadi perusahaan agribisnis yang 
terkemuka, 2) menjadikan perusahaan (PT.Lonsum) berbasis penelitian dan 
mengembangkan perusahaan agribisnis yang berkelanjutan dalam hal 
perkebunan diantaranya tanaman, biaya, dan lingkungan yang perlu 
mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan.  
2. Misi  
Agar terwujudnya Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi PT.Lonsum 
Kecamatan Bulukumpa sebagai berikut: 
“To Add Value for Stakeholders in Agribusiness” 
(menambah nilai bagi “stakeholders”di Bidang Agribisnis) 
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Dari Misi diatas dapat dijelaskan makna yang dapat diambil yaitu bahwa 
dengan adanya perusahaan ini (PT.Lonsum) Kecamatan Bulukumpa maka akan 
menambah nilai dalam hal bidang Agribisnis. Adapun nilai-nilai perusahaan 
PT.Lonsum tersebut yakni: 
Dengan disiplin sebagai falsafah hidup; 
Kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi Integritas; 
Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara 
 bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan 
inovasi yang berkelanjutan. 
3. Sejarah PT.Lonsum Indonesia  
Sejarah PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk, atau juga dikenal dengan 
nama “Lonsum”, dimulai lebih dari satu abad yang lalu di tahun 1906 ketika 
Harrisons & Crosfield Plc., perusahaan perkebunan dan perdagangan yang 
berbasis di London, mendirikan perkebunan dekat kota Medan, Sumatera 
Utara. Selanjutnya Lonsum Telah berkembang menjadi salah satu perusahaan 
perkebunan yang terkemuka di dunia.  
Di awal berdirinya, Lonsum fokus pada penanaman karet, teh dan kakao, 
sebelum melakukan penanaman kelapa sawit di era tahun 1980. Kini, kelapa 
sawit menjadi komoditas utama Perseroan, diikuti dengan karet, kakao dan teh. 
Lonsum juga dikenal sebagai produsen benih bibit kelapa sawit yang 
berkualitas. Bisnis ini kini telah menjadi bagian penting bagi pertumbuhan 
Perseroan. Perseroan mengelola lebih dari 112.000 hektar area perkebunan, 
yang terdiri dari perkebunan inti dan perkebunan plasma di Sumatera, Jawa, 
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Kalimantan, dan Sulawesi. Pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan 
yang dikelola oleh Lonsum memiliki total kapasitas pengolahan Tandan Buah 
Segar (TBS) hampir mencapai 2,3 juta ton per tahun. Lonsum juga 
mengoperasikan beberapa fasilitas pengolahan karet, satu pabrik kakaodan satu 
pabrik kebun teh. 
Produksi minyak sawit lestari (CSPO) dimulai setelah perkebunan dan 
pabrik kelapa sawit Lonsum di Sumatera Utara menerima sertifikasi 
Roundtable on Sustainable Oil Palm (RSPO) di awal tahun 2009. Kemudian, 
Perseroan juga menerima sertifikasi RSPO untuk perkebunan dan pabrik 
kelapa sawitnya di Sumater Selatan. Di akhir tahun 2014, Lonsum merupakan 
salah satu produsen CSPO terbesar di Indonesia, dengan produksi minyak 
sawit (CPO). Selain itu, pada akhir 2013 Lonsum juga telah meraih sertifikasi 
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk tiga area perkebunan dan satu 
pabrik di Sumatera Utara.  
Lonsum senantiasa mengadopsi praktek manajemen perkebunan dan 
teknologi yang terbaik, seta berkomitmen membangun sumber daya manusia 
yang terampil dan berpengalaman. Kemampuannya di bidang riset dan 
pengembangan memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas 
dan kualitas hasil perkebunan. Sampai tahun 2014, total tenaga kerja Lonsum 
mencapai lebih dari 15.000 karyawan, yang bekerja di kantor pusat Perseroan 
di Jakarta, kantor-kantor regional, serta di area perkebunan yang berlokasi di 
Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. 
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Lonsum menjadi perusahaan terbuka di tahun 1996, serta mencatatkan 
sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, setelah Harissons & Crossfield 
menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT Pan London Sumatera 
Plantations (PPLS) di tahun 1994. Di tahun 2007, Lonsum menjadi bagian dari 
Grup Indofood ketika Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri), anak 
perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk(Indofood) di bidang agribisnis, 
melakukan akuisisi melalui anak perusahaannya di Indonesia, PT Salim Ivomas 
Pratama Tbk (SIMP). Pada tahun 2010, IndoAgri melakukan divestasi 8% 
kepemilikannya di Lonsum, di mana 3,1 % dijual ke SIMP. Pelepasan 
kepemilikan ini telah meningkatkan porsi saham bagi investor publik menjadi 
sebesar 40,5% dari 35,6%.  
B. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
investor asing di PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa 
       Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum. Adapun dengan PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa yang merupakan 
suatu perusahaan dalam pemerintahan yang dimanfaatkan sebagai penghasil 
daerah.  
       Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan 
strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas 
kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. Dalam menghadapi perubahan 
perekonomian global dan keikutsertaan dalam berbagai kerja sama perlu 
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diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan 
kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan 
kepentingan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan mempercepat pembangunan 
ekonomi nasional, dan salah satu langkah yang diperlukan adalah peningkatan 
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan 
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri 
maupun luar negeri dengan memperhatikan kebijakan penanaman modal harus 
selalu dalam kerangka mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan 
pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan perkebunan.26 
Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada 
investor asing di PT.Lonsum: 
Ernawati menuturkan: 
Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada investor di 
PT.Lonsum yaitu pemerintah memberikan perlindungan berusaha antara lain 
melalui kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Selama perusahaan ini 
berdiri pemerintah setempat telah memberikan tanggungjawab sosialnya 
terhadap Perusahaan dalam bidang sektor Perkebunan di Kecamatan 
Bulukumpa. 27 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah suatu konsep bahwa 
organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki 
berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, 
yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas 
dan lingkungan dalam segala aspek perusahaan yang mencakup aspek 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini yang menjadi perhatian terbesar dari 
peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan 
peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. 
Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap 
                                                 
26Edward James Sinaga, Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha 
di Indonesia, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/02%20Edward%20James.pdf. Diakses 
tanggal 22 Juli 2019 
27Ernawati.S, General Administrasi, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 
Sinjai, 9 Juli 2019. 
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karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun 
bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar.  
Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan 
sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan 
partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai 
upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukanlah 
sekadar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam 
pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan 
akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan, termasuk 
lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat 
keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal 
dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku 
kepentingan internal. 
Penulis melakukan wawancara terpisah dengan bapak Agus Salim 
Nasution sebagai Kasi PT.Lonsum. 
Agus Salim Nasution menuturkan: 
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada investor 
di PT.Lonsum yakni memberikan pengayoman dan rasa aman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum seperti masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan kami. Dan 
juga selama ini Pemerintah setempat memberikan perlindungan hukum yang 
sangat baik dalam melindungi perusahaan Lonsum ini. Adapun peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh 
keputusan Direksi telah memberikan dorongan para investor untuk 
menanamkan modalnya di Perusahaan ini yaitu: 
1. Melindungi lingkungan dan meminimalkan resikonya dengan memenuhi 
peraturan perundangan dan persyaratan lain. 
2. Memantau kinerja lingkungan secara terus menerus. 
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui dan 
meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. 
4. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan pelatihan yang 
diperlukan sehingga karyawan menyadari akan tanggungjawab 
lingkungan mereka 
5. Mengakui bahwa areal-areal tertentu pada pengembangan baru, 
kemungkinan mempunyai nilai-nilai konservasi yang tinggi. 
6. Menyediakan suatu tempat kerja yang aman dan sehat 
7. Memelihara kesiapsiagaan dan tanggap darurat 
Dengan adanya kebijakan lingkungan yang telah di tetapkan oleh 
PT.Lonsum ini maka akan memberikan dampak yang positif bagi para 
karyawannya.28 
                                                 
28Agus Salim Nasution, KASI (Kepala Seksi) PT.Lonsum, wawancara, Kabupaten Sinjai, 
tanggal 11 Juli 2019 
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Hal ini di tandai dengan beberapa tanggapan karyawan PT.Lonsum 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terkait dengan perlindungan 
hukum dan kebijakan lingkungan yang di keluarkan oleh PT.Lonsum.  
Jusman menuturkan:  
Menurut saya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah setempat 
kepada PT.Lonsum sangat memberikan perlindungan dalam hal 
kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Dan juga memberikan 
masyarakat disini respon yang bai terhadap perusahaan terutama kami 
bagi karyawan. 29 
Yensen Yahya menuturkan: 
Menurut saya mengenai peran pemerintah dalam melakukan 
perlindungan kepada investor di perusahaan kami yaitu sangat 
memberikan perlindungan dalam PERDA Bulukumba dan bekerjasama 
dengan perusahaan mengenai perlindungan karena dari segi 
karyawannya yang diberikan kebijakan keselamatan dan kesehatan 
kerja yakni: 
1. Mematuhi perundangan dan peraturan tentang K3 dengan menciptakan 
mekanisme/ prosedur K3 disetiap Unit kerja. 
2. Menetapkan penanggung jawab K3 dalam struktur organisasi 
perusahaan yang strategis dan membentuk panitia pembina keselamatan 
dan kesehatan kerja (P2K3) di setiap unit kerja. 
3. Menyediakan anggaran, sumber daya manusia dan pelatihan serta 
sarana-sarana lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan 
aktifitas K3. 
4. Memantau kinerja K3 secara terus menerus. 
5. Membina hubungan kerjasama dengan instansi lain didalam 
melaksanakan K3 
6. Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku pekerja untuk cepat tanggap 
atas masalah-masalah yang berkaitan dengan K3 dan mencari sosial 
yang efektif. 
7. Memastikan bahwa komitmen dan kebijakan K3 ini disosialisasikan 
kepada seluruh pekerja, kontraktor, pelanggan serta tamu yang terkait 
dengan kegiatan perusahaan, agar dimengerti, difahami serta 
dilaksanakan secara menyeluruh dan bertanggung jawab. 
8. Komitmen dan kebijakan K3 akan ditinjau ulang secara berkala untuk 
menjamin kesesuaian kondisi dan peraturan perundangan yang 
berlaku.30 
Menyadari bahwa bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada 
penanam modal sudah terealisasikan dengan baik di wilayah Kecamatan 
                                                 
29Jusman, Computer Operator, wawancara, Kabupaten Sinjai, tanggal 13 Juli 2019 
30Yehsen Yahya, Estate Data, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 
Bulukumba, tanggal 13 Juli 2019 
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Bulukumpa maka bapak Hot Maruli Tua Damanik selaku Manager dari 
PT.Lonsum memberikan tanggapannya. 
Hot Maruli Tua Damanik menuturkan: 
Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah 
terhadap penanam modal maupun terhadap karyawan di PT.Lonsum 
sangat membantu ketika ada permasalahan atau kendala yang dihadapi 
akan tetapi sejauh ini belum terdapat permasalahan yang signifikan 
karena dengan adanya bantuan atau perlindungan hukum yang 
diberikan pemerintah. Dan juga pemerintah telah mengeluarkan 
PERDA yang mengatur masalah perlindungan hukum yang ada di 
PT.Lonsum.31  
Informan menekankan kepada pemerintah Bulukumba agar kiranya 
memberikan arahan agar perusahaan ini dalam sektor perkebunan supaya 
lebih maju lagi dari tahun ketahun, dan akan memberikan hasilnya kepada 
APBD  setempat.  
Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib memberi 
perlindungan hukum terhadap investor asing termasuk melindungi 
kepentingan dan hak investor asing dalam menanamkan modal di 
Perusahaan Lonsum ini. Dengan demikian peran pemerintah setempat 
sangat diperlukan dalam upaya melindungi investor asing yang 
menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara mewajibkan investor 
wajib berbentuk badan hukum menurut hukum yang ada di Indonesia. 
C. Penerapan Hukum terhadap Investor Asing berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 di PT.Lonsum Kecamatan Bulukumpa. 
Ambo Rahman mengatakan bahwa: 
                                                 
31Hot Maruli Tua Damanik, Manager, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, tanggal 18 
Juli 2019 
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Dengan adanya penerapan hukum pada penanam modal yang 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 maka segala hak-
hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal atau investor sudah 
diatur dalam Undang-Undang tersebut. Seperti halnya hak mendapatkan 
pelayanan, mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum dan juga 
perlindungan hukum.32 
 
Penulis melakukan wawancara terpisah dengan buruh dari PT.Lonsum 
mengenai penerapan hukum terhadap penanam modal di PT.Lonsum. 
Suaib menuturkan: 
Dari sejak berdirinya perusahaan ini sudah  ada memang para investor 
atau penanam modal yang sudah menanamkan modalnya disini yaitu dari 
IndoFood Sukses Makmur sampai sekarang. Karena telah 
mempercayakan kepada PT.Lonsum mengenai modalnya dan juga telah 
menerapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.33  
 
Dengan adanya pengaturan hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab 
penanam modal diatur dalam Pasal 14 s/d 16 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menentukan 
bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial perusahaannya, 
membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal. 
D.  Perlindungan Hukum terhadap Penanam Modal Asing dalam hukum 
Islam  
Perlindungan Hukum terhadap penanaman modal asing dalam hukum 
nasional Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman 
modal. Undang-Undang ini telah memberikan perlindungan yang memadai 
                                                 
32Ambo Rahman, Transport Machenery Clerk, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, 
tanggal 18 Juli 2019 
33Suaib, Buruh Karet, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, tanggal 21 Juli 2019 
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terhadap investor asing atas berbagai risiko termasuk risiko nonkomersial 
dalam penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa 
ketentuan Undang-Undang tersebut, antara lain melalui pengaturan hak 
investor terkait dengan beberapa hal ( pasal 6 s/d pasal 9), yaitu adanya 
jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas tindakan 
nasionalisasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya.34 
Dari Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dijadikan 
seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah 
satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa 
seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan 
dalam jual belinya”. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun pasti 
mendapatkan untung” (H.R. Bukhari) 
Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan kita 
untuk berwirausaha dengan cara berdagang, jual beli dan lain-lain. Beliau 
menganjurkan kita  untuk berwirausaha karena sebagian besar rejeki kita 
diperoleh dari aktivitas berwirausaha (berdagang).  
Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan. 
Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma‟ ulama yang memperbolehkannya. 
Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurahman, dari ayahnya, dari kakeknya 
bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha.  
                                                 
34Agung Sudjati Winata, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal 
Asing dan Implikasinya Terhadap Negara,”Jurnal Ilmu Hukum” Vol 2, No 2 Desember 2018 
h.135 
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Ernawati menuturkan: 
Perlindungan hukum di PT.Lonsum sesuai diatur dengan hukum nasional 
yang mana investor (Indofood Sukses Makmur) sampai sekarang ini 
masih menanamkan modalnya di PT.Lonsum maka dari itu investor ini 
merasa dilindungi oleh hukum baik dari segi jaminan perlakuannya yang 
sama bagi semua investor yang ada di PT.Lonsum dan jaminan lainnya.  
Perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam hukum 
Islam terdapat beberapa Surah yang menjelaskan tentang memperoleh 
perlindungan diantaranya: 
Dalam Islam Hak memperoleh perlindungan terdapat dalam QS Al-
Balad/90:12-17 
ََ ُخ ج م ع ٌۡ ٱَب  ِ َ  هٰى  زۡد أَٓب  ِ  ٚ٢١ٍَََخ ج ل  زَ  ه ف٢١َََٖخ ج غۡع  ِ َِٞذَ َٖ ۡٛ  ٠َِٟفَ ُٞ ٰ عۡطِإَ ۡٚ  أ٢١ٍَََخ ث  سۡم  ِ َ ا ذَب ّٗ ١ِت ٠
٢١ََ ۡٚ  أََِ َ ٖخ ث  سۡت  ِ َ ا ذَ ب ٕٗ ١ِىۡع٢١ََْا ۡٛ  صا  ٛ  ت  ٚ َ ِسۡج َّصٌٲِثَ ْا ۡٛ  صا  ٛ  ت  ٚ َ ْإُٛ  ِ ا  ءَ  ٓ ٠ِرٌَّٱَ  ٓ ِ َ  ْ ب وَ َُّ ُ ح
 َّ  حۡس  ّ ٌۡ ِٲثََِخ٢١َ
Terjemahnya: 
 Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu 
melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari 
kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau kepada 
orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang 
yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan 
untuk berkasih sayang.35 
 
 Quraish Shihab dalam tafsirnya menegaskan sebaiknya! Jadi, sebaiknya 
orang menempuh jalan yang disebut al-aqabah. Perkataan ini di maknai dengan 
berbagai pemahaman. Pepatah kita menyatakan berakit-rakit kehulu, berenang-
renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang –senang kemudian. Dengan 
                                                 
35Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya ( Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 
594 
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demikian, orang yang mampu didorong untuk memberi dan menolong tetapi yang 
kurang mampu ditahan dari meminta kecuali kalau benar-benar terpaksa. 
 Pada ayat ke 13 sampai dengan 16 yakni Allah memuji dan membesarkan 
hati orang-orang yang telah “menempuh jalan mendaki” dengan melakukan 
aktivitas. Dinyatakan pada ayat tersebut bahwa karena telah berjuang keras dalam 
kebaikan, mereka dimasukkan ke dalam golongan orang yang beriman dan saling 
berpesan unutk bersabar dan berkasih sayang.  
 Adapun hadist yang menyebutkan mengenai perlindungan hukum dan 
pemberian hak keamanan yaitu: 
 َيب لَ، خ ٠ ِٚ ب ع ُِ َِٟث أَ ْٓ  عًَبع١ ِّ  جَ،ٍت٠ْ  سُوَُٛث أ  ٚ َ،ٍةْس  حَ ُٓ ْثَُس١ْ ٘ ُش  ٚ َ، خ ج١ْ ؼَِٟث أَ ُٓ ْثَِسْى ثَُٛث أَب  ٕحَّد  حَُٚٛث أَ
َ ج ط  خَ:  يب لَ، ِٗ ١ِث أَ ْٓ  عَ ،ِ ّٟ ِّ ١َّْتٌاَ  ُ ١ ِ٘ ا  سِْثإَ ْٓ  عَ،ُػ  ّ ْع ْلأاَٜب  ٕحَّد  حَ، خ ٠ ِٚ ب ع ُِ َ ُٛث أَب  ٕحَّد  حَ:ٍت٠ْ  سُوَ  ٟ ٍِ  عَب ٕ
َ  خ ف١ِح َّصٌاَ ِٖ ِر ٘  ٚ َ ِااللهَ  ةب تِوَ َِّلَّإَ ُُٖؤ  سْم َٔ ًبئ١ْ ؼَ ب  ٔدْٕ ِعَ َّْ  أَ  ُ  ع  شَ ْٓ  ِ َ :  يب م فَ ،ٍتٌِ ب طَ ِٟث أَ ُٓ ْث-ََ:  يب ل
َ ِٗ ِف١ْ ظَِةا  ِسلَِٟفَ  خ مَّ  ٍع ُِ َ  خ ف١ِح  ص  ٚ-َا  سِجٌْ اَ  ٓ ِ َ ُءب ١ْؼ أ  ٚ َ ، ًِ ِث ِْلْاَ ُْ ب ْٕظ أَ ب  ٙ ١ِفَ،  ة ر وَ ْد م فَب  ٙ ١ِف  ٚ َ ،ِدب  ح
 َث دْح أَ ْٓ  ّ  فَ،ٍز ْٛ  حَ  ٌِٝإٍَْس١ عَ  ٓ ١ْ ثَب  ِ َ  َ  س  حَُخ ٕ٠ِد  ّ ٌْ اَ: ُ ٍَّ ظ  ٚ َ ِٗ ١ْ ٍ عَ  ٌٝب ع تَُااللهَ ٍَّٝ  صَ  ٟ ِجٌَّٕاَ  يب لًَبح د  حَب ٙ ١ِفَ
َْم ٠َ  لََّ،  ٓ ١ِع  ّ ْج أَِضبٌَّٕا  ٚ َِخ ىِئ  لا  ّ ٌْ ا  ٚ َِااللهَُخ ْٕع ٌَ ِٗ ١ْ  ٍع فَ،ًبحِدْح ُِ َٜ  ٚ آَ ْٚ  أَ،َ،ًبفْس  صَِخ  ِ ب ١ِمٌْ اَ  َ ْٛ  ٠َُْٕٗ ِ َُااللهَ ًُ  ج
َّْ ُ٘ ب ْٔد أَب ٙ ِثَ  ٝعْع ٠َ، ح دِحا  ٚ َ  ٓ ١ ِّ ٍِ ْع ُّ ٌْ اَُخ َِّ ِذ  ٚ َ،ًْلَّد عَ  لَّ  َُٚ  ٌَِٗخ ْٕعٌٍَّاَ  سْوِذ  ٛ).)ٍُعَِٖاٚز36 
   
Artinya:  
 Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair 
bin Harb dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Abu Kuraib berkata- 
Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada 
kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari bapaknya ia berkata; Ali bin Abi 
Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia berkata; Barangsiapa yang 
mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitabullah dan 
Shahifah ini (kata Abu Ibrahim; lembaran yang digantungkan di sarung 
pedangnya), maka sungguh dia pendusta. Di dalamnya juga tertulis Unta dan 
hewan-hewan sesembelihan lain (sebagai diyat). Juga tertulis bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai Madinah: "Madinah adalah tanah 
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haram antara wilayah 'Air hingga Tsaur. Jadi barangsiapa yang membuat 
pelanggaran di Madinah atau melindungi orang yang berbuat pelanggaran, maka 
dia akan mendapatkan kutukan Allah, kutukan Malaikat dan semua manusia, serta 
Allah tidak menerima taubat dan tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat. 
Jaminan perlindungan kaum muslimin adalah satu, orang paling rendah mereka 
(budak), bisa memberi perlindungan dengan jaminan itu..(HR.Muslim)36 
 Dalam hadist ini terdapat petunjuk bahwa hak perlindungan kepada non 
Muslim boleh diberikan oleh seorang muslim. Apabila syarat-syarat pemberian 
perlindungan telah terpenuhi, maka perlindungan yang diberikan oleh seorang 
muslim memiliki kekuatan yang sama dengan perlindungan yang diberikan 
penguasa muslim. Atas dasar ini, maka pemberian perlindungan seorang muslim 
secara pribadi atau penguasa muslim kepada orang non muslim adalah sah. 
Sehingga seluruh kaum muslimin dari penduduk suatu negar tertuntut untuk 
menaatinya.  
Orang yang beriman itu tidak hanya mengusahakan kebaikan bagi dirinya 
sendiri. Mereka selalu merasa senasib dengan orang-orang lain. Maka, pada ayat 
17 tadi digambarkan bahwa mereka saling berpesan, yakni saling mengingatkan 
untuk bersikap sabar dan saling mengingatkan untuk berkasih sayang. Yang 
dimaksud dengan sabar sebagaimana yang dirumuskan oleh Quraish Shihab 
adalah: “menahan kehendak nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih 
baik”. Sebaliknya, tatkala menghadapi sesuatu yang tidak dikehendaki, seperti 
sakit, miskin, dan kehilangan seseorang yang dicintai, dia mampu menahan diri 
dari sikap kesal, marah, putus asa, dan sikap buruk lainnya. Sedangkan mengenai 
kasih sayang, tadi telah kita bicarakan bahwa manusia itu mahluk sosial 
                                                 
36Muslim bin Hijaaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz II 
(Beirut: Daar Ihya al-turas al-Arabi),  h. 994 
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kebutuhan hidupnya yang sangat beragam itu hanya bisa diperoleh dengan 
optimal melalui kerjasama. Maka ayat di atas menyeru manusia agar saling 
berpesan, menasihati dan melindungi  juga mengingatkan tentang hal-hal tersebut. 
37
 
 Menurut penulis makna dari ayat diatas adalah bahwa jalan yang ditempuh 
bagi seorang muslim yang berkaitan dengan perlindungan hukum terdapat dalam 
akhir ayat 17 yaitu saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Kasih 
sayang yang dimaksud ialah saling memberikan perlindungan hukum antara 
pemerintah dengan penanam modal asing maupun domestik. 
 Pernyataan bapak Hot Maruli selaku Manager di PT.Lonsum mengenai 
perlindungan hukum pada penanaman modal asing dalam hukum Islam. 
Hot Maruli Menuturkan: 
 Saya manager di PT.Lonsum ini akan tetapi saya tidak beragama Islam, 
saya beragama Kristen akan tetapi saya di percayakan memegang 
perusahaan yang berada di Kecamatan Bulukumpa yang dominan 
masyarakatnya beragama Islam. Agama bukan menjadi halangan untuk 
kita berusaha dan beriventasi di Perusahaan ini (PT.Lonsum). 38 
 
Suaib menuturkan: 
 Walaupun manager di PT.lonsum tidak beragama Islam akan tetapi kami 
tetap sama dan saling menghargai walaupun berbeda agama.39  
 
Yensen Yahya menuturkan: 
                                                 
37H. Sakib Machmud, Mutiara Juz Amma, Cetakan I, (Bandung: Mizan Anggota 
IKAPI,2005), h.261-266 
38Hot Maruli Tua Damanik, Manager, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 
Bulukumba, tanggal 21 Juli 2019 
39
 Suaib, Masyarakat, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, 
tanggal 21 Juli 2019 
57 
 
 
 
Dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya di PT.Lonsum 
walaupun dalam tranksaksi dalam penanaman modal menurut agama Islam 
tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat tranksaksi yang 
bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam.40 
 
 Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi 
dengan motif yang berbeda-beda, di anataranya untuk memenuhi kebutuhan 
likuiditas, menabung agar mendapatkan pengembalian yang lebih besar, 
merencanakan pensiun, berspekulasi, dan lain-lain. Ada hal lain yang turut 
berperan dalam berinvesatasi syariah. Investasi syariah tidak selalu membicarakan 
persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ekonom sekuler. 
Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu investasi di 
masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Sebagaimana terdapat pada QS 
Lukman/31:34 
َا ذب َِّ َٞطۡف َِٔٞزۡد تَب  ِ  ٚ َ ِۖ َِ ب  حۡز ۡلأٱَِٟفَب  ِ َ ُُ  ٍۡع ٠  ٚ َ  ج١ۡ غ
ٌۡ ٱَُي ِّص ُٕ٠  ٚ َ ِخ عبَّعٌٱَ ُُ
ٍۡ ِعَ ۥُ  ٖدِٕعَ  َّللَّٱَ َّْ ِإَ ِۖاٗد غَُتِعۡى ت
ََ ُُۢس١ِج  خَ ُ ١ٍِ  ع  َ َّللَّٱَ َّْ ِإَ
ُۚدٛ ُّ  تَٖضۡز أَِ ّٞ  ِأثَ ُُۢطۡف َِٔٞزۡد تَب  ِ  ٚ١١َ 
Terjemahannya: 
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun 
yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.41 
 Ayat-ayat diatas menggambarkan sekian hal yang tidak diketahui atau 
tidak sepenuhnya diketahui manusia. Sebenarnya, masih banyak lainnya yang 
tidak diketahui manusia, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan ukhawi.  
                                                 
40Yensen Yahya, Estate Data, wawancara, Kecamatan Bulukumpa, tanggal 13 Juli 2019 
41Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h.414 
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 Kata taksibu yaitu apa yang diupayakan oleh manusia yang diduganya 
dapat menghasilkan manfaat atau menampik mudarat atau yang diduganya 
demikian, walau kenyataannya tidak demikian. Kasb dapat berbentuk ucapan, 
maupun perbuatan bahkan niat dan motivasi orang. Bukankah Allah menyatakan 
bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban atau perlindungan atas apa yang 
dilakukan oleh hati kita. 42 
  Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, 
termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil. 
Investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal, 
begitu pula investasi yang sesuai dengan syariah. Hasil investasi dalam islam 
sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan. Hasil yang akan 
didapatkan manusia dari investasinya di dunia bisa berlipat ganda.  
 Adapun pendapat penulis mengenai perlindungan hukum dalam hukum 
islam yakni bahwa ada beberapa ayat dan hadist yang menjelaskan mengenai 
perlindungan yang harus ada agar kita sebagai mahluk Allah terlindungi dari 
apapun itu baik itu bentuk perlindungan Allah dan perlindungan dari Pemerintah. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, 
Vol.11, (Jakarta:Lentera Hati,2002), h.166 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN  
1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah kepada 
investor asing sudah terealisasikan dengan baik di wilayah Kecamatan 
Bulukumpa. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan 
pemerintah terhadap penanam modal maupun terhadap karyawan di 
PT.Lonsum sangat membantu ketika ada permasalahan atau kendala 
yang dihadapi akan tetapi sejauh ini belum terdapat permasalahan yang 
signifikan karena dengan adanya bantuan atau perlindungan hukum 
yang diberikan pemerintah. 
2. Penerapan Hukum terhadap Investor berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007. Dengan adanya penerapan hukum pada 
penanam modal yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 maka segala hak-hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam 
modal atau investor sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. 
Seperti halnya hak mendapatkan pelayanan, mendapatkan kepastian 
hak, kepastian hukum dan juga perlindungan hukum. 
3. Perlindungan Hukum terhadap penanaman modal dalam Hukum Islam 
Sangat membantu walaupun dalam tranksaksi dalam penanaman 
modal menurut agama Islam tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang 
tidak terdapat tranksaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang 
telah digariskan oleh Islam. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapkan kepada pemerintah perlindungan hukum lebih ditekankan 
di Kecamatan Bulukumpa agar para investor asing yang ingin 
menanamkan modalnya juga merasa aman-aman saja. 
2. Diharapkan pula agar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 selalu 
diterapkan dan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-
Undang tersebut dan akan memberi penghasilan bagi perusahaan ini 
(PT.Lonsum) 
3. Diharapkan agar selalu saling mentolerir walaupun berbeda agama 
tetapi tetap menjadikan perusahaan tersebut selalu berhasil.  
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